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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Faktor-faktor yuridis yang mendorong pembentukan bank pertanian terdiri
dari 2 (dua) faktor yuridis. Faktor yang pertama adalah amanat Pasal 63
Huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan yang mengamanatkan pembentukan bank bagi
petani yang sesuai dengan karakter petani. Faktor yang kedua adalah amanat
Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
yang menyatakan bahwa bank mengkhusukan diri untuk melaksanakan
kegiatan tertentu.
2. Faktor-faktor yuridis yang mengendalai pembentukan bank pertanian terdiri
dari 4 (empat) faktor yuridis, baik dari aspek pembatasan jenis bank,
perizinan dan permodalan mendirikan bank. Faktor yang pertama terlihat
dari aspek pembatasan jenis bank yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 5 Ayat
(1) membuat keberadaan bank pertanian dipaksakan menjadi salah satu dari
jenis bank yang sudah ditentukan oleh hukum perbankan, padahal bank
pertanian tidak bisa disamakan dengan bank yang ditentukan oleh hukum
perbankan. Faktor yang kedua terlihat dari aspek perizinan yang diatur
dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
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Perbankan. Pasal ini memberikan kesulitan yakni dalam hal perizinan.
Kesulitan untuk mendapatkan perizinan terlihat dari bentuk bank yang bisa
memperoleh izin sebagai bank yaitu hanya bank umum dan bank pekreditan
rakyat saja, padahal bank pertanian tidak termasuk ke dalam kedua golongan
bank tersebut. Faktor yang ketiga terlihat dari aspek permodalan yang
terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor
20/POJK.03/014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan Pasal 5
mengatur jumlah modal yang harus dimiliki paling sedikit untuk mendirikan
Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan ini membuat pembentukan bank
pertanian dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat menjadi terkendala karena
untuk dana yang sebesar itu belum tentu bisa dipenuhi oleh bank pertanian.
Faktor yang keempat juga terlihat dari aspek permodalan yang terdapat
dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang
Bank Umum. Pasal ini menetapkan jumlah modal yang disetor untuk
pendirian bank umum sehingga menjadi kendala untuk terbentuknya bank
pertanian karena salah satu syarat pendiriannya memiliki modal sebesar Rp.
3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), hal ini tentu saja menjadi beban
bagi bank pertanian karena bank tani tidak bisa memenuhi persyaratan
permodalannya.
 
 
70
B. Saran
1. Bagi para legislator atau pembentuk undang-undang DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat) seharusnya konsisten dalam membuat suatu peraturan
pelaksana, karena sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana yang
mengatur secara rinci mengenai pembentukan bank pertanian, padahal sudah
jelas ada amanat dari undang-undang.
2. Seharusnya ada dibentuk suatu lembaga keuangan khusus yang dapat
menyentuh perekonomian sektor pertanian khususnya dari segi pembiayaan
untuk meningkatkan perekonomian pertanian.
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